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The implementation of marketing policies for Micro, Small and Medium En-
terprises (MSMEs) is expected to be competitive and sustainable so that it 
can provide added value in order to improve people’s living standards and 
ensure the sustainability of the existence of natural resources, socio-cultur-
al and economic life through integrated development processes and systems. 
By using a qualitative research approach. The theory that is the basis for 
this research is the theory of public policy. The results of the study found 
that the strategy and formulation of policy implementation refers to the Laws 
and Presidential Regulations. There are three policies issued to help several 
sectors in society, namely First, fiscal stimulus to encourage community eco-
nomic growth. Second, Non-Fiscal Stimulus related to exports and imports. 
The non-fiscal policies issued by the government are expected to ease export 
and import activities during the COVID-19 pandemic. Third, Stimulus for 
the Financial Sector There are several policies issued to help the economic 
sector.

Implementasi kebijakan pemasaran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
(UMKM) diharapkan dapat memiliki daya saing dan berkelanjutan sehingga 
dapat memberikan nilai tambah agar dapat meningkatkan standar hidup 
masyarakat dan menjamin keberlangsungan keberadaan sumber daya alam, 
kehidupan sosial budaya dan ekonomi melalui proses dan sistem pengembangan 
terpadu. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Teori 
yang menjadi pijakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan publik. 
Hasil penelitian menemukan bahwa strategi dan perumusan implementasi 
kebijakan dengan mengacu pada Undang-Undang dan Peraturan Presiden. 
Dengan adanya tiga kebijakan yang dikeluarkan untuk membantu beberapa 
sektor yang ada dalam masyarakat, yakni Pertama, Stimulus fiskal untuk 
mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kedua, Stimulus Non 
Fiskal yang berkaitan dengan ekspor dan impor. Kebijakan non fiskal yang 
dikeluarkan oleh pemerintah diharapkan dapat meringankan kegiatan ekspor 
dan impor disaat pandemi wabah virus covid-19. Ketiga, Stimulus Untuk 
Sektor Keuangan Terdapat beberapa kebijakan yang dikeluarkan untuk 
membantu sektor perekonomian.

A R T I C L E  I N F O A B S T R A C T

Corresponding Author:
Ferdian.ab@gmail.com 

Jurnal Communicate
Volume 7 Nomor 1
Juli 2022 - Desember 2022
ISSN 2477-1376
hh. 1 – 8 ©2022 JC. All rights reserved.

-1-

ISSN: 2477-1376

Vol. 7 | No.1



Jurnal Communicate Volume 7 No.1 Juli 2022

-2-

Pendahuluan

Pola pembangunan bidang Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah (UMKM), merupakan bagian integral 
dan berkesinambungan antara tahapan dan proses 
pembangunan yang telah dilakukan dengan kondisi 
yang diinginkan dan atau akan dicapai dalam skala 
jangka menengah dan jangka panjang. Koordinasi 
yang efektif bergantung dari kerjasama dan prioritas 
tentang tindakan antara organisasi pemerintah dan 
antara Negara lain terkait dengan turis asing dan In-
vestor. Koordinasi tersebut terkadang tidak akan ter-
capai karena adanya preferensi kebijakan yang ber-
beda antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, 
organisasi atau investor (Pastras & Bramwell, 2013).

Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 ten-
tang politik ekonomi dalam rangka demokrasi eko-
nomi usaha mikro, kecil dan menengah dan Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 
tentang usaha mikro, kecil dan menengah, mem-
berikan penekanan bahwa pemberdayaan sebagai 
bagian internal ekonomi rakyat yang mempunyai 
kedudukan, peran dan potensi strategi guna mewu-
judkan struktur perekonomian nasional yang di-
harapkan bisa tumbuh semakin maju, berkembang 
dan berkeadilan. 

Peran penting keberadaan UMKM di Indonesia se-
makin terasa dalam proses pembangunan ekonomi 
nasional (Prasetyo, 2008). Dalam era globalisasi saat 
ini dan mendatang, peran keberadaan UMKM sema-
kin penting yakni sebagai salah satu sumber devisa 
ekspor non-migas Indonesia, (Tambunan, 2002). Jika 
melihat peran lainnya dalam kaitannya dengan ke-
bijakan penanggulangan kemiskinan dan pengang-
guran, maka pemerintah telah dan sedang berupaya 
untuk membangun dan memberdayakan UMKM di 
Indonesia. Hal ini dapat ditemukan dalam Peraturan 
Pemerintah No. 13 Tahun 2013 mengenai pelaksa-
naan Undang-undang No. 20 tahun 2008, yang bertu-
juan agar pemerintah membuat kebijakan mengenai 
program-program pemberdayaan UMKM. Kebi-
jakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam me-
ningkatkan pemberdayaan UMKM adalah pemerin-
tah memberikan izin usaha bagi para pelaku usaha 
untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu, 
pengembangan usaha melalui pemberian fasilitas, 
bimbingan, pendampingan, bantuan untuk menum-
buhkan dan meningkatkan kemampuan serta daya 
saing usaha, adanya koordinasi dan pengendalian 
dari pemerintah.

Oleh sebab itu memerlukan implementasi kebi-
jakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Kebijakan 
pengembangan pemasaran yang berorientasi kepada 
peningkatan ekonomi daerah, masyarakat dan usa-
ha pariwisata, dilakukan dengan beberapa strategi 
pemasaran. Pertama berupa peningkatan promosi 
kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif melalui 
pemasaran yang kreatif dan efektif, kedua peningka-
tan ketersediaan rekomendasi strategi pelaksanaan 
pemasaran kebudayaan, pariwisata dan ekonomi 
kreatif melalui pengembangan analisis pasar dan 
strategi pemasaran, serta ketiga peningkatan kuan-
titas dan kualitas bahan promosi. Dengan demikian 
implementasi kebijakan pemasaran UMKM dalam 
mewujudkan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi 
kreatif yang berdaya saing dan berkelanjutan yang 
dapat memberikan nilai tambah dapat meningkat-
kan standar hidup masyarakat dan menjamin keber-
langsungan keberadaan sumber daya alam, kehidu-
pan sosial budaya dan ekonomi melalui proses dan 
sistem pengembangan terpadu. 

Kebijakan pengembangan pemasaran yang berori-
entasi kepada peningkatan ekonomi daerah, ma-
syarakat dan usaha pariwisata, dilakukan dengan 
beberapa strategi pemasaran. Oleh karena itu, agar 
implementasi kebijakan pemasaran produk pari-
wisata dan kebudayaan dapat dicapai atau dihasilkan 
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, dibu-
tuhkan perumusan kebijakan teknis operasional dan 
sinkronisasi antar stakeholder baik di bidang UMKM 
dan Koperasi dalam mendiversifikasi promosi yang 
bertujuan untuk mengoptimalkan tingkat UMKM, 
karena sektor UMKM mempunyai multiplier effect 
yang sangat luar biasa. Berdasarkan fokus masalah 
dan sub fokus masalah maka penulis mengajukan 
pertanyaan penelitian dalam setiap Implementasi 
Kebijakan Pemasaran Produk Kebudayaan dan Pari-
wisata di Provinsi Banten.

Konsep Kebijakan Publik

Dye mengemukakan bahwa kebijakan sebagai pilihan 
pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan 
sesuatu, dengan hal tersebut bahwa suatu kebijakan 
publik sebagai suatu aturan yang mengatur kehidu-
pan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengi-
kat seluruh warganya (Nugroho, 2009). Sedangkan 
Dunn menyatakan bahwa analisis kebijakan adalah 
suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunak-
an berbagai macam metode penelitian dan argumen 
untuk menghasilkan dan memindahkan informasi 
yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat di-
manfaatkan di tingkat politik dalam rangka mem-
ecahkan masalah-masalah kebijakan (Dunn, 2000).
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Penekanan karakter relasional dari lembaga pemer-
intah, dengan lembaga lain dapat dilihat sebagai in-
teraksi dengan bidang ekonomi, sosial-politik dan 
budaya, termasuk kepercayaan dan nilai-nilai, dan 
ini baik internal dan eksternal. Hal ini juga dianggap 
penting untuk berhubungan lembaga yang berbeda 
bersama-sama dan untuk memperhitungkan inter-
aksi mereka dan evolusi bersama (Pierre,  Peters & 
Stoker, 2008). Dari perspektif lembaga pemerintah 
dapat dipahami kebijakan publik sebagai praktik so-
sial yang “secara teratur dan terus menerus diulang, 
terkait dengan peran dan hubungan sosial, sanksi 
dan dikelola oleh norma-norma sosial” (Jessop, 2008). 

Dalam hal proses kebijakan pemerintah dari studi 
tentang organisasi formal lebih terlihat dan struktur 
untuk juga mempertimbangkan aturan, nilai-nilai 
budaya (Dredge & Jenkins, 2007), dan praktek-prak-
tek yang mendukung bagaimana pemerintah men-
jalankan kekuasaan (Peters, 2005). Dengan membawa 
struktur sosial bersama dengan instansi dan perilaku 
individu. Dengan demikian, pemerintah dan swasta 
dianggap memperbanyak atau mengubah konteks 
sosial. Kelima, perhatian diarahkan pada skala geo-
grafis kegiatan dan pengaruh pemerintah lebih ter-
fokus pada skala nasional atau regional atau lebih 
lokal.

Dunn (2000) membedakan tiga bentuk utama anali-
sis kebijakan publik, Pertama Analisis kebijakan 
prospektif; yang berupa produksi dan transformasi 
informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diim-
plementasikan. Analisis kebijakan disini merupakan 
suatu alat untuk mensintesakan informasi untuk 
dipakai dalam merumuskan alternatif dan prefer-
ensi kebijakan yang dinyatakan secara komparatif, 
diramalkan dalam bahasa kuantitatif dan kualitatif 
sebagai landasan atau penuntun dalam pengambilan 
keputusan kebijakan.

Kedua Analisis kebijakan retrospektif; sebagai pen-
ciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi ke-
bijakan dilakukan. Terdapat 3 tipe analisis berdasar-
kan kegiatan yang dikembangkan oleh kelompok 
analis ini yakni analis yang berorientasi pada disip-
lin, analis yang berorientasi pada masalah dan analis 
yang berorientasi pada aplikasi. Ketiga Analisis ke-
bijakan yang terintegrasi; merupakan bentuk analisis 
yang mengkombinasikan gaya operasi para praktisi 
yang menaruh perhatian pada penciptaan dan trans-
formasi informasi sebelum dan sesudah tindakan ke-
bijakan diambil. 

Kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan dan 
kepemerintahan pada dasarnya terbagi dalam tiga 
prinsip yaitu: pertama dalam konteks bagaimana 

merumuskan kebijakan publik (Formulasi kebi-
jakan); kedua bagaimana kebijakan publik tersebut 
diimplementasikan dan ketiga bagaimana kebijakan 
publik tersebut dievaluasi (Nugroho, 2009).

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan salah satu proses melak-
sanakan apa yang telah direncanakan, menurut Nu-
groho (2009) dengan adanya konsep yang baik, 60% 
maka keberhasilan sudah di tangan, namun, 40% 
akan gagal jika proses implementasi tidak konsisten 
dengan konsep yang telah dibuat. Van Meter dan 
Van Horn menyatakan bahwa proses implementasi 
meliputi tindakan mereka oleh kelompok individu 
masyarakat atau swasta yang diarahkan pada pen-
capaian tujuan yang ditetapkan dalam keputusan 
sebelumnya (Widodo, 2021). Sedangkan menurut 
Jenkins studi implementasi adalah studi perubahan; 
bagaimana perubahan terjadi, bagaimana kemungki-
nan perubahan bisa dimunculkan (Parsons, 1919).

Birkland menunjukkan bahwa pendekatan untuk 
implementasi secara luas dapat dikategorikan men-
jadi tiga model yakni: “atas-bawah”, “bawah-atas” 
dan “interaktif atau hybrid” (Birkland, 2015). Dari 
implementasi perspektif atas-bawah dipahami seb-
agai pelaksanaan hirarkis kebijakan terpusat, dimana 
kebijakan diperkenalkan dari atas dan dilaksanakan 
oleh orang-orang di hirarki “bawah” (Pulz & Treib, 
2007). Model dasar ini menunjukkan bahwa adalah 
untuk membedakan antara kebijakan dan implemen-
tasi, dan antara aktor kebijakan yang memobilisasi 
sumber daya pemerintah untuk mencapai tujuan 
kebijakan dan agen implementasi kebijakan yang 
menerima sumber daya ini untuk mencapai hasil ke-
bijakan (Flanagan, Uyarra & Laranja, 2011). 

Sebaliknya, pendekatan bawah-atas menekankan 
bahwa kebijakan tingkat atas, undang-undang dan 
peraturan yang sering kurang terhubung dengan 
apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, karena ber-
potensi bertentangan, bersaing dan tumpang tindih 
dengan tujuan kebijakan yang dapat terjadi melalui 
beberapa lapisan pengambilan keputusan (Hupe, 
2011). Sebuah pendekatan bawah-atas menunjukkan 
bahwa dalam kebijakan kenyataannya dibuat melalui 
praktik, yaitu melalui tindakan implementasi yang 
menentukan hasil kebijakan (Hupe, (2014). Namun 
demikian, pendekatan bawah-atas juga memiliki 
penekanaan kebutuhan untuk mengenali kekuatan 
dikerahkan oleh pusat dalam mendistribusikan sum-
ber daya dan membentuk lembaga (Ostrom, (2009). 

Konsep Model Implementasi Kebijakan Publik
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Dari beberapa model implementasi kebijakan, penu-
lis menggunakan model Edward III sebagai salah 
satu sarana untuk memecahkan implementasi kebi-
jakan pemasaran produk UMKM. Model George Ed-
ward III ((Widodo, 2021) menegaskan bahwa dalam 
menganalisis implementasi kebijakan publik diperlu-
kan empat variabel, yaitu komunikasi (communica-
tions), sumber daya (resources), sikap (dispositions) 
dan struktur birokrasi (bureucratic structure). Ke-
empat variabel tersebut memengaruhi keberhasilan 
implementasi kebijakan tentang pemasaran produk 
UMKM dan keempat faktor (variabel) ini saling ber-
hubungan satu sama lain.

Gambar 1. Edward III Model (Widodo, 2021).

a) Komunikasi. Efektivitas implementasi dapat 
berjalan jikalau ukuran dan tujuan kebijakan 
dipahami oleh individu-individu yang bertang-
gungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. 
Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan 
demikian perlu dikomunikasikan secara tepat 
dengan para pelaksana. Komunikasi merupakan 
faktor yang penting dalam upaya mencapai tu-
juan suatu organisasi.

b) Sumberdaya. Konsistensi dari implementasi ke-
bijakan yakni dari sumberdaya dalam melaku-
kan tugasnya, didalam sumberdaya komponen 
utama meliputi staf, keahlian dari para pelak-
sana, informasi yang relevan dan cukup untuk 
mengimplementasikan kebijakan dan pemenu-
han sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan 
program, adanya kewenangan yang menjamin 
bahwa program dapat diarahkan kepada seb-
agaimana yamg diharapkan, serta adanya fasil-
itas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai un-
tuk melakukan kegiatan program seperti dana 
dan sarana prasarana.

c) Disposisi. Dalam model diatas merupakan sikap 
pelaksana dalam melaksanakan kebijakan, dan 
juga reaksi pengguna sebagai komunikasi an-
tara pelaksana dan pengguna. Sikap ini sangat 
penting untuk mencapai hasil yang efektif dan 
efisien. Sehingga, pelaksana tidak akan hanya 
tahu apa yang harus dilakukan dan memiliki 
kemampuan untuk melakukan tugas. Disposisi 

menunjukkan sikap yang dimiliki oleh pelak-
sana, jika pelaksana memiliki sikap yang baik, 
maka mereka dapat menjalankan kebijakan serta 
seperti apa yang diharapkan oleh pembuat kebi-
jakan. Sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh 
pelaksana pendidikan masih lebih berdiri untuk 
elit untuk kedua birokrat dan politik. Jika kondi-
si ini mendekati dengan pandangan dari model 
Edward III akan menunjukkan keberpihakan 
diarahkan kepada para pemangku kepentingan, 
sehingga permintaan ini sikap yang baik dan 
perilaku.

d) Struktur Birokrasi. Kebijakan yang komplek 
membutuhkan kerjasama banyak orang, serta 
pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi 
hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan 
tentunya akan mempengaruhi individu dan se-
cara umum akan mempengaruhi sistem dalam 
birokrasi. Oleh karena itu diperlukan adanya 
struktur birokrasi yang efisien, masalah pelaksa-
naan masih dapat timbul terutama ketika berha-
dapan dengan kebijakan yang kompleks.

Metode Penelitian

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif 
dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkap-
kan data yang dilapangan dengan cara mengurai-
kan dan menginterpretasikan, dan menghubung-
kan sebab akibat terhadap sesuatu yang terjadi pada 
saat penelitian, dengan tujuan memperoleh gamba-
ran realita mengenai proses kebijakan pemasaran 
produk kebudayaan dan pariwisata yang dapat di-
implementasikan. Pendekatan penelitian yang digu-
nakan adalah pendekatan positivis. Pendekatan ini 
dipilih karena menggunakan logika deduktif yang 
menempatkan teori sebagai titik tolak utama dalam 
penelitian. Teori menjadi pedoman penting dalam 
merencanakan penelitian. Teori yang menjadi pi-
jakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan 
publik dengan strategi peningkatan pemodelan 
hubungan dalam konteks perencanaan kebijakan 
UMKM dan pengelolaannya. Teknik analisis data 
dalam penelitian ini menggunakan model analisis 
interaktif. Menurut Miles dan Huberman model 
analisis interaktif meliputi reduksi data, sajian data 
dan penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan 
bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data 
(data collecting) sebagai suatu siklus (Emzir, 2010).

Hasil Dan Diskusi

Strategi dan perumusan implementasi kebijakan 
pemasaran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
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Hasil penelitian menemukan dari strategi dan peru-
musan implementasi kebijakan pemasaran dengan 
mengacu pada Pasal 19 ayat (2) Undang-undang 
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Nasional, bahwa dalam melakukan perencanaan 
strategi pemasaran melalui pendekatan perenca-
naan pembangunan yakni memperhatikan dan 
mengadopsi berbagai kebutuhan, kepentingan serta 
masukan dari stakeholders Pemerintah, Swasta dan 
Masyarakat dan disesuaikan dengan konsep per-
encanaan pembangunan daerah pada skala makro 
yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, Rencana strategi Kementerian Koperasi 
dan Usaha Kecil dan Menengah.

Menurut (Aliyani Firdaus et al., 2020) terdapat tujuh 
faktor penting yang harus diperhatikan dan dilaku-
kan oleh sebuah perusahaan agar dapat bertahan 
dan berkembang dalam waktu yang lama, yaitu : 
1) Kesatuan Visi dan Misi (Strategic Intens) sebuah 
perusahaan, 2) Pengambilan keputusan yang tepat, 
3) Manajemen Keuangan yang terus terencana, 4) 
Perencanan bisnis, 5) Manajemen tim dalam perusa-
haan, 6) Eksekusi, 7) Saat yang tepat memulai usaha. 
Selain hal-hal tersebut diperlukan pula perencanaan 
ulang juga dengan menyiapkan rencana cadangan 
sebagai upaya antisipasi berbagai kemungkinan 
seperti adanya pandemi yang merupakan hal yang 
tidak bisa diperkirakan.

Mengenai strategi dan perumusan implementasi ke-
bijakan pemasaran perlu merumuskan sesuai den-
gan peraturan-peraturan baik dari peraturan daerah 
ataupun dari pemerintah pusat, serta dalam penen-
tuan suatu kebijakan. Menurut Anggraeni, Ningti-
yas & Nurdiyah, (2021) dapat diterapkan berupa 
strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang, 
yakni.

Strategi jangka pendek dengan menggunakan digi-
tal marketing yang perlu diperkenalkan kepada 
pelaku UMKM untuk menjadi salah satu strategi 
promosi dan pemasaran yang efisien. Asosiasi 
pelaku usaha seperti Apindo, Kadin, dan IPMI per-
lu ikut aktif mensosialisasikan kebijakan pemerin-
tah dan mendorong agar seluruh stakeholder dalam 
bisnis UMKM mengambil peran terbaik. Dan keber-
hasilan kebijakan pemerintah adalah upaya penye-
derhanaan proses administrasi terkait dengan ke-
bijakan pelonggaran atau penundaan pembayaran 
kredit bagi UMKM (Anggraeni, Ningtiyas & Nurdi-
yah, 2021).

Sedangkan strategi jangka Panjang dapat diberi-
kan dengan menggunakan Pemerintah perlu mem-
buat peta jalan (road map) pengembangan UMKM 

dalam menghadapi dunia bisnis pasca Covid-19 se-
cara khusus dan dunia bisnis secara umum. Pengua-
tan pembangunan teknologi digital untuk mendu-
kung aktivitas ekonomi UMKM. Pemerintah dapat 
menyediakan model pembinaan UMKM dengan 
menggandeng institusi atau lembaga akademis bi-
dang kewirausahaan dan manajemen bisnis agar 
UMKM dapat menjadi wujud nyata praktik bisnis 
sesuai dengan perkembangan dunia usaha (Ang-
graeni, Ningtiyas & Nurdiyah, 2021).

Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi 
pada asas-asas hukum, sebab sebagai dasar-dasar 
atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum 
positif. Basis atau landasan suatu sistem kaedah-
kaedah penilaian yang fundamental yang dina-
makan asas-asas hukum. Asas hukum sebagai piki-
ran–pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di 
belakang sistem hukum masing-masing dirumus-
kan dalam peraturan perundang-undangan dan 
putusan-putusan hakim dan seterusnya, sehingga 
tampak jelas bahwa peranan asas hukum sebagai 
meta kaedah berkenaan dengan kaedah dalam 
bentuk sebagai kaedah perilaku (Hetharie & Tulia, 
(2021).

Implementasi kebijakan pemasaran produk Usa-
ha Mikro, Kecil dan Menengah

Pemerintah sebagai fasilitator,  memiliki peran 
dalam memfasilitasi UMKM untuk mencapai tujuan 
pengembangan usaha yang dimiliki oleh UMKM. 
Sebagai regulator, pemerintah berfungsi untuk men-
jaga kondisi lingkungan usaha tetap kondusif untuk 
melakukan investasi yang dilakukan dengan menga-
tur Suku Bunga Bank Indonesia (SBI) dan membuat 
kebijakan tentang aturan-aturan persaingan usaha. 
Selanjutnya peran pemerintah daerah sebagai katal-
isator pengembangan UMKM adalah mempercepat 
proses berkembangnya UMKM menjadi fast mov-
ing enterprise. Berdasarkan Undang-Undang No-
mor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
bahwa Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menen-
gah menjadi bagian dari Urusan Konkuren (Hetha-
rie & Tulia, (2021), hal ini menggambarkan bahwa 
adanya Kewenangan Daerah berdasarkan Pasal 18 
ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 untuk mengurusi Bidang Ko-
perasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai 
dengan otonomi daerahnya masing-masing. 

Secara khusus, berkaitan dengan usaha mikro, ke-
cil, dan menengah. Pemerintah Daerah Provinsi dan 
Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan 
untuk Sub Urusan Pemberdayaan usaha mikro, ke-
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cil dan menengah, Pemerintah Provinsi diberikan 
kewenangan meliputi: 

a) Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan me-
lalui pendataan, kemitraan, kemudahan peri-
jinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi 
dengan para pemangku kepentingan; 

b) Pengembangan usaha kecil dengan orientasi 
peningkatan skala usaha menjadi usaha menen-
gah. 

Sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota memliki 
kewenangan untuk Bidang Koperasi dan UMKM 
meliputi: 

a) Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan me-
lalui pendataan, kemitraan, kemudahan peri-
jinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi 
dengan para pemangku kepentingan; 

b) Pengembangan usaha mikro dengan orientasi 
peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menen-
gah (2020), mengeluarkan lima skema perlindungan 
dan pemulihan di tengah pandemi Covid-19, seb-
agai berikut: 

a. Pemberian Bantuan Sosial Bantuan sosial diberi-
kan kepada pelaku UMKM yang masuk dalam 
kategori miskin dan rentan. Termasuk dalam 
skema bantuan sosial ini adalah penurunan tarif 
listrik 50% untuk pelanggan listrik dengan kapa-
sitas 450 watt dari tiga bulan (Arifin, 2020). 

b. Insentif Perpajakan Pemberian insentif pajak 
bagi UMKM ini diberikan dengan omset kurang 
dari Rp 4,8 miliar per tahun. Wujud stimulus un-
tuk PPh sebesar 0% diberikan selama enam bu-
lan yaitu periode April s.d. September 2020. 

c. Relaksasi dan Restrukturisasi Kredit bagi UMKM 
Kebijakan yang dikeluarkan pada tanggal 13 
Maret 2020 sebagai respon non fiskal berupa 
pelonggaran atau restrukturisasi pinjaman bank 
ke UMKM berbarengan dengan penyederhaan 
proses sertifikasi untuk eksportir dari kemuda-
han impor bahan mentah (OECD, 2020). 

d. Perluasan Pembiayaan Model Kerja UMKM Di-
lakukan dengan mendorong perbankan untuk 
dapat memberikan kredit lunak kepada UMKM. 

e. Penyediaan Penyangga Produk Produk koperasi 
dan UMKM di bidang pertanian, perikanan, ku-
liner dan industri rumah tangga perlu mendapat-
kan dukungan penyangga.

Jika melihat hal tersebut, maka dapat diseder-
hanakan menjadi tiga kebijakan yang dikeluarkan 
untuk membantu beberapa sektor yang ada dalam 
masyarakat diantaranya (Sulchan, et al, (2021). Per-
tama, Stimulus fiskal untuk mendorong pertum-
buhan ekonomi masyarakat. Yakni (Sulchan, et al, 
(2021).: 

a) Melakukan bebas pajak penghasilan atau PPh 
pasal 21 selama 6 bulan untuk industri pengola-
han. Mempertahankan daya kosumsi masyara-
kat yang bekerja disektor industri. Peraturan ini 
mulai berlaku bulan April hingga September 
2020. 

b) Memberikan tunda pembayaran penghasilan 
impor atau PPh pasal 22 selama 6 bulan. Per-
aturan ini berlaku dari April hingga September 
2020. 

c) Memberikan keringanan pajak PPh pasal 25 
sebesar 60 % selama 6 bulan. Peraturan berlaku 
dari bulan April hingga September 2020. Pro-
gram ini memberikan ruang cash flow untuk 
industri dengan keringanan pajak, berlaku pada 
April hingga September 2020 

d) Memberikan bebas pajak bagi restoran dan hotel 
selama 6 bulan. Program tersebut berlaku untuk 
10 destinasi wisata dan 33 kota dan kabupaten. 
Peraturan ini berlaku pada bulan April hingga 
September 2020.

e) Memberikan penyaluran untuk bantuan sosial 
secara cepat, subsidi untuk perumahan rakyat 
hingga program kartu pra-kerja. 

f) Memberikan diskon- diskon khusus untuk tiket 
pesawat ke penerbangan tempat wisata tertentu. 

g) Bantuan dan asuransi kepada para tenaga kes-
ehatan yang menangani pasien-pasien yang ter-
jangkit wabah virus corona. 

h) Relaksasi restitusi untuk pajak pertambahan ni-
lai atau PPN dipercepat selama 6 bulan. Digu-
nakan untuk memberikan keringanan likuiditas 
pada perusahaan yang terdampak pandemi Co-
vid-19. 

Kedua, Stimulus Non Fiskal yang berkaitan dengan 
ekspor dan impor. Kebijakan non fiskal yang dike-
luarkan oleh pemerintah diharapkan dapat merin-
gankan kegiatan ekspor dan impor disaat pandemi 
wabah virus covid-19, yakni (Sulchan, et al, (2021).: 

a) Mempercepat kegiatan impor dan ekspor untuk 
pelaku usaha yang memiliki reputasi yang baik. 
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b) Mempercepat proses impor dan ekspor dengan 
National Logistic System. 

c) Pengurangan atau penyederhanaan pelarangan 
terbatas untuk kegiatan ekspor sehingga bisa 
memberikan kegiatan ekspor berjalan lancar 
serta dapat meningkatkan persaingan ekspor. 

d) Pengurangan atau penyederhanaan pelarangan 
terbatas untuk kegiatan impor perusahaan yang 
berstatus sebagai produk pangan yang strat-
egis, produsen dan komoditi obat, hotikultura, 
makanan dan bahan obat. 

Ketiga, Stimulus Untuk Sektor Keuangan Terdapat 
beberapa kebijakan yang dikeluarkan untuk mem-
bantu sektor perekonomian di antaranya (Sulchan, 
et al, (2021).: 

a) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan re-
laksasi atau kelonggaran untuk emiten melaku-
kan buy-back saham tanpa melakulan me-
kanisme dalam rapat umum pemegang saham. 

b) Relaksasi atau kelonggaran restrukturisasi 
kredit 

c) Relaksasi pembayaran untuk iuran program 
jaminan sosial pada tenaga kerja yang bekerja 
disektor yang terkena dampak Covid-19. 

d) Bank Indonesia (BI) membuat aturan untuk un-
derlying transaksi untuk para investor yang ma-

suk Indonesia agar memperluas untuk melind-
ungi nilai tukar rupiah. 

e) Adanya penurunan untuk suku bunga acuan In-
donesia 50 BPS dan giro wajib minimum Rupiah 
maupun valuta asing.

Kesimpulan

Strategi dan perumusan implementasi kebijakan 
dengan mengacu pada Undang-Undang dan Per-
aturan Presiden. Dalam Pelaksanaan implementasi 
kebijakan pemasaran produk, bahwa Pemerintah 
sebagai fasilitator, regulator, dan peran pemerin-
tah daerah sebagai katalisator telah mengeluar-
kan beberapa kebijakan yang memudahkan bagi 
pelaku usaha UMKM yang terintegrasi dari pusat 
hingga ke daerah. Dengan adanya tiga kebijakan 
yang dikeluarkan untuk membantu beberapa sektor 
yang ada dalam masyarakat, yakni Pertama, Stimu-
lus fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekono-
mi masyarakat. Kedua, Stimulus Non Fiskal yang 
berkaitan dengan ekspor dan impor. Kebijakan non 
fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah diharap-
kan dapat meringankan kegiatan ekspor dan impor 
disaat pandemi wabah virus covid-19. Ketiga, Stim-
ulus Untuk Sektor Keuangan Terdapat beberapa ke-
bijakan yang dikeluarkan untuk membantu sektor 
perekonomian.
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